
 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK 

NOMOR  5  TAHUN 2011 

TENTANG  

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

KABUPATEN TRENGGALEK 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

BUPATI TRENGGALEK, 

 

Menimbang    :  a. bahwa dalam kerangka mengikuti Program Hibah Air Minum bantuan US-

AID yang disyaratkan pembiayaan investasi untuk pemasangan 

Sambungan Rumah (SR) sebagai upaya penambahan jumlah Sambungan 

Rumah (SR) baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

melalui penerapan output bassed aid (OBA) atau berdasarkan Kinerja 

yang terukur;  

 b. tersedianya Kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru 

(ada idle capacity); 

c.  bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 

dengan memberikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) 

kepada PDAM yang selanjutnya pelaksanaannya dilakukan oleh 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c,  perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Trenggalek; 
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Mengingat     :     1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3817); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 
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12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan 

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 
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19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat 

II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Trenggalek Tahun 1994 Nomor 15 Seri C); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2007 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Aneka 

Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 

4 Seri E); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TRENGGALEK 

dan 

BUPATI TRENGGALEK 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah  Kabupaten Trenggalek . 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek. 

5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah 

Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Trenggalek 

6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah 

Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum. 

7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas pada PDAM. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Trenggalek. 

9. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah 

yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan 

kekayaan daerah. 

10. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat 

dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan 

memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usahanya. 

11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut 

penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik daerah yang 

semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan 

yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada 

badan usaha milik daerah. 

12. Saham prioritas adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah. 

13. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari 

praktek monopoli dan perumusan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. 

 

BAB II 

TUJUAN DAN PENGGUNAAN 

Pasal 2 

 

(1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan pembiayaan 

investasi untuk memberikan akses sambungan air minum perpipaan kepada 


